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Menimbang :

Mengingat

LINGKUNGAN. Kebun Raya. Pembangunan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2011
TENTANG
KEBUN RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

. bahwa Kebun Raya sebagai kawasan konservasi

tumbuhan secara ex situ berperan dalam rangka
mengurangi laju degradasi keanekaragaman tumbuhan,
sehingga perlu meningkatkan pembangunan Kebun Raya,;

. bahwa Kebun Raya sebagai bagian dari Agenda 21

Indonesia terkait konservasi keanekaragaman hayati,
harus dibangun secara terencana, terkoordinasi dan
memenuhi standar pembangunan Kebun Raya;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Kebun Raya.

. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3803);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3804);

. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEBUN RAYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
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Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang
memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan
pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari
pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian,
pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.

Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya
yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan
pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan
pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang
sudah ada.

Konservasi tumbuhan secara ex situ adalah upaya pelestarian,
penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang
dilakukan di luar habitat alaminya.

Koleksi tumbuhan terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun
Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database
koleksi yang terstandar.

Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan
penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.

Kementerian adalah Kementerian yang menangani urusan di bidang
pekerjaan umum dan penataan ruang.

Menteri adalah Menteri yang menangani urusan di bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang.

Lembaga adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang
menangani urusan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Kepala Lembaga adalah Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian
yang menangani urusan di bidang penelitian ilmu penge-tahuan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Unit pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan Kebun
Raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala
Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenang-annya.

Pasal 2

Kebun Raya terdiri dari:

a.
b.

Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;

Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi;
dan

Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.
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Pasal 3
Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf a dilaksanakan oleh Lembaga.

Pasal 4

(1) Lembaga menetapkan Rencana Pengembangan Kebun Raya Indonesia
dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah.

(2) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Pengembangan Kebun
Raya di wilayahnya dengan berpedoman pada Rencana Pengembangan
Kebun Raya Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB Il
PEMBANGUNAN KEBUN RAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pembangunan Kebun Raya harus memperhatikan karakteristik Kebun
Raya, sebagai berikut:

a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan;
b. dapat diakses oleh masyarakat;

c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
d

koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi,
bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Pasal 6
Pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengelolaan.

Bagian Kedua
Perencanaan Pembangunan Kebun Raya

Pasal 7

(1) Perencanaan pembangunan Kebun Raya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

a. studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan,
kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana
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